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PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN
YANG BERBAHAYA DALAM MENGHADAPI ERA

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

NOENIK SOEKORINI*

ABSTRACT

Indonesia needs to obtain the legal protection that can provide safety and
comfort both to businesses and consumers. Since the enactment of Law No. 8 of
1999 on Consumer Protection on 20 April 1999 (hereinafter referred to as the
Consumer Protection Act is one of the laws and regulations is a fortress of
strength both businesses inside and businessmen from abroad and also a
protection for consumers . Consumer Protection Act regulates the rights and
obligations of businesses and consumers. Based on the description above, there
are problems How consumer protection on dangerous food products from abroad
in an effort to face the ASEAN free trade. Efforts to provide adequate protection
against the interests of consumers is an important and urgent to find a solution
soon, given the way the complex problems related to the protection of consumers
in Indonesia all the more welcome the free trade era of the Asean Economic
Community. The entry of dangerous food products that come from abroad to
watch.

Keywords: Consumer protection, harmful food products

ABSTRAK
Indonesia perlu menciptakan perlindungan hukum yang dapat memberi

keamanan dan kenyamanan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Sejak
diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (selanjutnya disingkat UU Perlindungan
Konsumen adalah salah satu peraturan perundang undangan yang merupakan
benteng kekuatan baik pelaku usaha dari dalam maupun pelaku usaha dari luar
negeri dan juga merupakan perlindungan untuk konsumen. UU Perlindungan
konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.
Berdasarkan uraian di atas maka terdapat permasalahan, Bagaimanakah
perlindungan konsumen atas produk pangan yang berbahaya dari Luar Negeri
dalam upaya menghadapi perdagangan bebas ASEAN .

Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap
kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk
segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang
menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih menyongsong era
perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean. Masuknya produk pangan yang
berbahaya yang datang dari luar negeri perlu diwaspadai.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, Produk makanan berbahaya.

*Noenik Soekorini, SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
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Pendahuluan

Indonesia sebagai bagian dari

masyarakat dunia menjadi bagian

yang terpenting dalam berkompetisi

di bidang perdagangan. Indonesia

sebagai negara yang berkembang

berusaha menarik minat investor

untuk mau berusaha menanamkan

modalnya di Indonesia. Pada era

perdagangan bebas dimana Indonesia

menjadi anggotanya mau tidak mau

harus tunduk pada aturan yang

dikeluarkan oleh WTO yaitu

memberikan kebebasan untuk negara

lain yang menjual barang atau jasa ke

Indonesia.

Perubahan tatanan pereko-

nomian dan perdagangan dunia akan

menyebabkan banyak negara yang

dirugikan. Negara-negara yang akan

dirugikan adalah negara yang belum

siap, terutama dalam teknologi,

sumber daya alam, dan juga sosial

masyarakatnya yang belum mampu

menerima perubahan-perubahan

dalam kehidupan sehari-hari mereka,

seperti mengubah pola kerja atau

meningkatkan etos dan disiplin kerja.

Semakin berkembangnya per-

dagangan internasional membuat

beberapa negara melakukan

kerjasama-kerjasama internasional.

Kerjasama internasional apabila

ingin berjalan dengan baik tentu

harus dipatuhi oleh masing-masing

pihak. Oleh karena itu, dibentuk

perjanjian internasional, baik itu

berupa perjanjian multilateral

ataupun perjanjian bilateral.

Perjanjian ini harus menguntungkan

pihak-pihak di dalam perjanjian

tersebut.

Sejumlah kekhawatiran pun

terjadi jelang diberlakukannya

Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Bukan hanya pada daya saing

produk, akan tetapi hal-hal yang

mendasar seperti sertifikasi tenaga

kerja hingga aturan hukum mengenai

perdagangan bebas tersebut hingga

saat ini belum memiliki kejelasan.

Standar baku mengenai sertifikasi

internasional merupakan penghambat

utama daya saing tenaga kerja di

Indonesia. Indonesia harus

menyiapkan seperangkat kebijakan

di bidang investasi dan perdagangan

yang berpihak pada kepentingan

nasional, untuk menghadapi MEA

2015 mendatang. Dengan disah-

kannya undang-undang perdagangan

yang baru, pemerintah Indonesia
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seharusnya segera menerbitkan

peraturan pelaksana-annya dan

menyiapkan pelaku-pelaku ekonomi

dan perdagangan dalam negeri untuk

menjadi lebih tangguh dan

kompetitif, agar dapat bersaing

dengan pelaku usaha dari negara-

negara ASEAN lainnya

Indonesia perlu menciptakan

perlindungan hukum yang dapat

memberi keamanan dan kenyamanan

baik kepada pelaku usaha maupun

konsumen. Sejak diundangkannya

Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan

Konsumen pada tanggal 20 April

1999 (selanjutnya disingkat UU

Perlindungan Konsumen adalah

salah satu peraturan perundang

undangan yang merupakan benteng

kekuatan baik pelaku usaha dari

dalam maupun pelaku usaha dari luar

negeri dan juga merupakan

perlindungan untuk konsumen. UU

Perlindungan konsumen mengatur

mengenai hak dan kewajiban pelaku

usaha dan konsumen.

Pemerintah telah menun-

jukkan keseriusannya terhadap

keselamatan konsumen karena

kedudukan konsumen dalam posisi

yang lemah.Posisi konsumen sebagai

pihak yang lemah juga diakui secara

internasional sebagaimana tercermin

dalam Resolusi Majelis Umum PBB

No.A/RES/39/248 Tahun 1985,

tentang Guidelines for Consumer

Protection, yang menyatakan bahwa:

Taking into account the interest
and needs of consumers in all
countries, particularly those in
developing countries, recognizing
that consumers oftenface
imbalance in economic terms,
educational levels, and bar-
gaining power, and bearing in
mind that consumers should have
the right of access to nonhazard-
ous products, as well as the right
to promote just, equitable and
sustainable economic and social
development,.1

Oleh karena itu secara mendasar

konsumen juga membutuhkan

perlindungan hukum yang sifatnya

universal juga. Mengingat lemahnya

kedudukan konsumen pada

umumnya dibandingkan dengan

kedudukan pelaku usaha yang lebih

kuat dalam banyak hal, maka

pembahasan perlindungan konsumen

1Susanti Adi Nugroho, Proses
Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau
Dari Hukum Acara Serta Kendala
Implementasinya, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2008, h. 3.
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akan selalu terasa aktual dan

selalupenting untuk dikaji.

Perlindungan terhadap kon-

sumen dipandang secara materiil

maupun formal makin terasa sangat

penting, mengingat makin majunya

ilmu pengetahuan dan teknologi yang

merupakan motor penggerak bagi

produktifitas dan efisiensi produsen

atas barang atau jasa yang

dihasilkannya dalam rangka

mencapai sasaran usaha. Dalam

rangka mengejar dan mencapai

kedua hal tersebut, akhirnya baik

langsung atau tidak langsung, maka

konsumenlah yang pada umumnya

akan merasakan dampaknya.

Upaya untuk memberikan

perlindungan yang memadai

terhadap kepentingan konsumen

merupakan suatu hal yang penting

dan mendesak, untuk segera dicari

solusinya, mengingat sedemikian

kompleksnya permasalahan yang

menyangkut perlindungan konsumen

di Indonesia, lebih-lebih menyong-

song era perdagangan bebas

Masyarakat Ekonomi Asean.

Konsumen yang kebera-

daannya sangat tidak terbatas dengan

strata yangsangat bervariasi

menyebabkan produsen melakukan

kegiatan pemasaran dan distribusi

produk barang atau jasa dengan cara

seefektif mungkin agar dapat

mencapai konsumen yang sangat

majemuk tersebut. Untuk itu semua

cara pendekatan diupayakan

sehingga mungkin menimbulkan

berbagai dampak termasuk keadaan

yang menjurus pada tindakan yang

bersifat negatif bahkan tidak terpuji

yang berawal dari itikad buruk.

Dampak buruk yang lazim terjadi,

antara lain menyangkut kualitas, atau

mutu barang, informasi yang tidak

jelas bahkan menyesatkan, pemal-

suan dan sebagainya.

Bagi konsumen, informasi

tentang barang dan/atau jasa

memiliki arti yang sangat penting.

Informasi-informasi tersebut meliputi

tentang ketersediaan barang atau jasa

yang dibutuhkan masyarakat

konsumen, tentang kualitas produk,

keamanannya, harga, tentang

berbagai persyaratan dan/atau cara

memperolehnya, tentang jaminan

atau garansi produk, persediaan suku

cadang, tersedianya pelayanan jasa

purna purna-jual, dan lain-lain yang

berkaitan dengan itu. Pada saat ini



Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum _______________________________________ 5

model-model produk lebih cepat

berubah saat ini transportasi dan

komunikasi lebih mudah sehingga

akses yang lebih besar kepada

bermacam-macam pelaku usaha.

Menurut sumbernya, informasi

barang dan/atau jasa tersebut dapat

dibedakan menjadi tiga antara lain :

Pertama, informasi dari kalangan
Pemerintah dapat diserap dari
berbagai penjelasan, siaran,
keterangan, penyusun peraturan
perundang-undangan secara
umum atau dalam rangka
deregulasi, dan/atau tindakan
Pemerintah pada umumnya atau
tentang sesuatu produk konsumen.
Dari sudut penyusunan peraturan
perundang-undangan terlihat
informasi itu termuat sebagai
suatu keharusan. Beberapa di
antaranya, ditetapkan harus
dibuat, baik secara dicantumkan
pada maupun dimuat di dalam
wadah atau pembungkusnya
(antara lain label dari produk
makanan dalam kemasan
sebagaimana diatur dalam PP No.
69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan). Sedang untuk
produk hasil industri lainnya,
informasi tentang produk itu
terdapat dalam bentuk standar
yang ditetapkan oleh Pemerintah,
standar internasional, atau standar
lain yang ditetapkan oleh pihak
yang berwenang.
Kedua, informasi dari konsumen
atau organisasi konsumen tampak
pada pembicaraan dari mulut ke
mulut tentang suatu produk
konsumen, surat-surat pembaca

pada media massa, berbagai siaran
kelompok tertentu, tanggapan atau
protes organisasi konsumen
menyangkut sesuatu produk
konsumen. Siaran pers organisasi
konsumen, seperti Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) tentang hasil-hasil
penelitian dan/atau riset produk
konsumen tertentu, dapat
ditemukan pada harian-harian
umum, majalah dan/atau berita
resmi YLKI, yaitu warta
konsumen.
Ketiga, informasi dari kalangan
pelaku usaha (penyedia dana,
produsen, importir, atau lain-lain
pihak yang berkepentingan),
diketahui sumber-sumber infor-
masi itu umumnya terdiri dari
berbagai bentuk iklan baik
melalui media nonelektronik atau
elektronik, label termasuk
pembuatan berbagai selebaran,
seperti brosur, pamflet, catalog,
dan lain-lain sejenis itu. Bahan-
bahan informasi ini pada
umumnya disediakan atau dibuat
oleh kalangan usaha dengan
tujuan memperkenalkan produk-
nya, mempertahankan, dan/atau
meningkatkan pangsa pasar
produk yang telah dan/atau ingin
lebih lanjut diraih.2

Konsumen untuk menda-

patkan informasi atas barang atau

jasa yang diinginkannya adalah hak

konsumen yang dilindungi undang-

undang. Pelaku usaha yang tidak

2Taufik Simatupang, Aspek Hukum
Periklanan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004,  h.13.
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menginformasikan secara jelas

sebagaimana kewajiban yang diha-

ruskan oleh undang-undang dapat

dikenai sanksi berdasarkan undang-

undang Perlindungan Konsumen.

Berkenaan dengan produk

pangan yang di pasarkan oleh pelaku

usaha agar aman berada di tangan

konsumen berdasarkan Keputusan

Presiden No 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Penga-

wasan Obat dan Makanan maka

Indonesia membentuk Balai

Pengawas Obat dan Makanan

(selanjutnya disingkat BPOM)

BPOM melakukan kegiatan

antara lain melakukan uji sampling

produk yang beredar di masyarakat

sehingga dengan demikian maka hak

konsumen untuk mendapatkan

perlindungan  atas keamanan dan

kenyamanan produk terpenuhi.

Melihat kondisi pelaku usaha

yang menggunakan segala cara untuk

memasarkan produknya tertutama

pangan, membuat masyarakat atau

konsumen yang menjadi korban

kadang enggan untuk mengadu.

Masyarakat atau konsumen belum

semua paham akan haknya lebih-

lebih apabila pasar bebas Asean telah

dimulai. Produk pangan dari luar

negeri akan banyak beredar di dalam

negeri. Negara sebagai penguasa

sangat dibutuhkan perannya dalam

melindungi konsumen. Konsumen

mempunyai kedudukan yang

sederajat dengan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas

maka terdapat permasalahan sebagai

berikut: Bagaimanakah perlindungan

konsumen atas produk pangan yang

berbahaya dari Luar Negeri dalam

upaya menghadapi perdagangan

bebas ASEAN ?

Perlindungan  Konsumen Terha-

dap Produk Pangan Yang

Berbahaya

Makanan yang diperjual

belikan dengan bebas di masyarakat

harus memenuhi standar sesuai

dengan UU No.18 Tahun 2012

tentang Pangan dan Keputusan

Presiden No 103 Tahun 2001

Tentang Balai Pengawas Obat dan

Makanan. UU Perlindungan Kon-

sumen belum mengatur tentang

standar barang atau jasa yang hendak

dikonsumsi konsumen.
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UU Perlindungan konsumen

hanya mengatur mengenai hak dan

kewajiban konsumen dan pelaku

usaha. Adapun hak konsumen diatur

di dalam pasal 4 :

Hak konsumen adalah

a. hak atas kenyamanan, kea-
manan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau
jasa;

b. hak untuk memilih barang
dan/atau jasa serta menda-
patkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai
tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar,
jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat
dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan
advokasi, perlindungan dan
upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara
patut;

f. hak untuk mendapat pembi-
naan dan pendidikan kon-
sumen;

g. hak untuk diperlakukan atau
dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau sebagaimana
mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan lainnya.

Berdasarkan apa yang sudah

dinyatakan dalam pasal 4 UU

Perlindungan Konsumen tersebut hak

yang cocok untuk melindungi

konsumen dari makanan yang

berbahaya adalah poin a walaupun

poin yang lainnya juga terkait. Hak

atas kenyamanan, keamanan dan

keselamatan dalam mengkonsumsi

barang terutama makanan menun-

jukkan ancaman bagi kenyamanan,

keamanan dan keselamatan tehadap

nyawa atau badan. Hal ini harus

mendapatkan perhatian yang serius

dari pemerintah.

Pelaku usaha sebagai pro-

dusen yang memproduksi makanan

yang hendak dipasarkan ke

konsumen mempunyai kewajiban

sebagaimana diatur oleh UU

Perlindungan Konsumen dalam pasal

7 yang menyatakan bahwa kewajiban

pelaku usaha adalah ;

a. beritikad baik melakukan
kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta
memberi penjelasan penggu-
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naan, perbaikan dan pemeli-
haraan;

c. memperlakukan atau melayani
konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/
atau jasa yang diproduksi dan /
atau diperdagangkan berda-
sarkan ketentuan standar mutu
barangdan/atau jasa yang
berlaku;

e. memberi kesempatan kepada
konsumen untuk menguji
dan/atau jasa tertentu serta
memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi ganti rugi
dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti
rugi dan / atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa
yang diterima atau diman-
faatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Jadi kewajiban dari pelaku usaha

sudah nampak di pasal 7 benar-benar

dalam rangka untuk melindungi

konsumen. Kewajiban dari pelaku

usaha apabila dilanggar maka akan

menimbulkan sanksi yang juga diatur

diatur di dalam UU Perlindungan

Konsumen baik sanksi administratif

(pasal 60 ) maupun sanksi pidana

(pasal 61 sampai dengan pasal 63).

Berkenaan dengan makanan

disebutkan dalam pasal 1 angka 1

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012

tentang Pangan bahwa “Pangan

adalah segala sesuatu yang berasal

dari sumber hayati produk pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan,

peternakan, perairan dan air, baik

yang diolah maupun tidak diolah,

yang diperuntukkan sebagai

makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan

tambahan pangan, bahan baku

pangan, dan bahan lain yang

digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan, dan atau pembuatan

makanan atau minuman”..

Berdasarkan Undang-Undang

No.18 Tahun 2012 maka pangan

yang dikonsumsi untuk manusaia

termasuk minuman baik yang diolah

maupun tidak diolah. “Pangan

merupakan kebutuhan dasar manusia

yang juga merupakan komoditas

perdagangan, memerlukan dukungan

sistem perdagangan pangan yang

etis, jujur, dan bertanggung jawab

sehingga terjangkau oleh masyarakat.

Pangan dalam bentuk makanan dan

minuman adalah salah satu

kebutuhan pokok manusia yang
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diperlukan untuk hidup, tumbuh,

berkembang biak, dan reproduksi.”3

Produk pangan yang akan

dikonsumsi oleh konsumen harus

aman dan tidak berbahaya. Produk

pangan yang berbahaya adalah

produk pangan yang tidak aman dan

mengandung bahan-bahan yang

dapat membahayakan kesehatan.

Seperti yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

: 472/Menkes/Per/V/1996 tentang

Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi

Kesehatan menyatakan bahwa

“Bahan berbahaya adalah bahan

kimia baik dalam bentuk tunggal

maupun campuran yang dapat

membahayakan kesehatan dan

lingkungan hidup secara langsung

atau tidak langsung yang mempunyai

sifat racun, karsinogenik, terato-

genik, mutagenik, korosif dan iritasi”

Berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 722/Menkes/Per/IX/1988

tentang Bahan Tambahan Makanan,

bahan yang dilarang digunakan pada

pangan meliputi boraks / asam borat,

asam salisilat dan garamnya, dietil

3 Endrah, Kasus Tentang
Perundangan Pangan, endrah.blogspot.com,
2009

pirokarbonat, dulsin, kalium klorat,

kloramfenikol, minyak abati ynang

dibrominasi, nitrofuranazon, serta

formalin.

Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor :

239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat

Warna Tertentu yang dinyatakan

Sebagai Bahan Berbahaya, memuat

sebanyak 30 zat warna yang dilarang

digunakan untuk pangan termasuk

rhodamin B dan kuning metanil.

Pelarangan tersebut tentunya

berkaitan dengan dampaknya yang

merugikan kesehatan manusia.

Disamping makanan yang mengan-

dung bahan kimia yang berbahaya

bagi kesehatan juga perlu

mewaspadai makanan yang berasal

dari luar negeri yang berbahaya bagi

umat Islam karena tidak memberi

label halal dan pemakaian hurufnya

bukan bahasa Indonesia bahkan

bukan bahasa Inggris sehingga sulit

dipahami apabila ternyata mengan-

dung babi.

Pengawasan terhadap bere-

darnya produk pangan adalah tugas

dari Badan Pegawas Obat dan

Makanan (yang selanjutnya disebut

BPOM). BPOM merupakan lembaga
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pemerintah Non Departemen yaitu

sesuai dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia No 103 Tahun

2001 merupakan lembaga yang

dibentuk untuk melakukan tugas

pemerintah tertentu dari Presiden dan

bertanggung jawab langsung kepada

Presiden.

Latar belakang terbentuknya

BPOM adalah karena kemajuan

teknologi yang membawa perubahan

cepat dan signifikan pada produk

makanan, kosmetik , obat dan alat

kesehatan. Produk-produk baik dari

dalam negeri maupun luar negeri

tersebar secara luas dan menjangkau

lapisan masyarakat. Sementara itu

pengetahuan masyarakat belum

memadai untuk dapat memilih dan

menggunakan produk secara tepat,

benar dan aman. Oleh karena itulah

BPOM dibentuk agar mampu

mendeteksi, mencegah, dan menga-

wasi produk-produk untuk

melindungi konsumen atas keamanan

dan keselamatannya.

Fungsi Dan Wewenang Badan

Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM)

Fungsi Dewan Pengawas Obat

dan Makanan berdasarkan pasal 68

Keputusan Presiden No 103 Tahun

2001 adalah

a. pengkajian dan penyusunan
kebijakan nasional di bidang
pengawasan obat dan makanan;

b. pelaksanaan kebijakan tertentu
di bidang pengawasan obat dan
makanan;

c. koordinasi kegiatan fungsional
dalam pelaksanaan tugas
Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

d. pemantauan, pemberian bim-
bingan dan pembinaan
terhadap kegiatan instansi
pemerintah di bidang penga-
wasan obat dan makanan;

e. penyelenggaraan, pembinaan
dan pelayanan administrasi
umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, orga-
nisasi dan tata laksana,
kepegawaian, keuangan, kear-
sipan, ersandian, perlengkapan
dan rumah tangga.

Berdasarkan fungsi inilah BPOM

melaksanakan tugasnya setiap saat

dapat terjun ke masyarakat untuk

mengawasi peredaran produk

pangan. Apabila ditemukan kecuri-

gaan ada produk pangan baik olahan

maupun bukan olahan yang

berbahaya maka BPOM dapat

mengujinya ke laboratorium.

Wewenang dari Badan

Pengawas Obat dan Makanan

berdasarkan pasal 69 Keputusan
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Presiden Nomor 103 Tahun 2001

adalah :

a. penyusunan rencana nasional
secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di
bidangnya untuk mendukung
pembangunan secara makro ;

c. penetapan sistem informasi di
bidangnya;

d. penetapan persyaratan penggu-
naan bahan tambahan (zat
adiktif) tertentu untuk makanan
dan penetapan pedoman
pengawasan peredaran obat
dan makanan;

e. pemberian ijin dan pengawasan
peredaran obat serta
pengawasan industri farmasi;

f. penetapan pedoman penggu-
naan konservasi, pengem-
bangan dan pengawasan
tanaman obat.

Apabila pelaku usaha ada yang

melakukan pelanggaran misalnya ada

produk pangan yang mengandung

formalin maka badan Pengawas Obat

dan Makanan mempunyai kewe-

nangan untuk menarik secara

langsung produk pangan tersebut dari

peredaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya di

tiap provinsi terdapat Unit Pelayanan

Teknis Badan Pengawas Obat dan

Makanan yaitu Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan.Sesuai

dengan Keputusan Kepala Badan

Pengawas Obat Dan Makanan No

05018/SK/KBPOM Tahun 2001

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat

Dan Makanan terdiri dari

- Bidang Pengujian Pangan dan
Bahan Berbahaya mempunyai
tugas melaksanakan penyu-
unan rencana dan program,
evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan pemerik-
saan laboratorium, pengujian
dan penilaian mutu di bidang
pangan, dan bahan berbahaya.

- Bidang Pemeriksaan dan
Penyidikan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan
rencana dan program, evaluasi
dan penyusunan laporan
pelaksanaan pemeriksaan
setempat, pengambilan contoh
untuk pengujian, dan
pemeriksaan sarana produksi,
distribusi dan instansi
kesehatan serta penyidikan
kasus pelanggaran hukum di
bidang produk terapetik,
narkotika, psikotropika dan zat
adiktif, obat tradisional,
kosmetik, produk komplemen,
pangan, dan bahan berbahaya

- Bidang Pemeriksaan dan
Penyidikan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan
rencana dan program, evaluasi
dan penyusunan laporan
pelaksanaan pemeriksaan
setempat, pengambilan contoh
untuk  pengujian, dan pemerik-
saan sarana produksi, distribusi
dan instansi kesehatan serta
penyidikan kasus pelanggaran
hukum di bidang produk
terapetik, narkotika, psiko-
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tropika dan zat adiktif, obat
tradisional, kosmetik, produk
komplemen, pangan, dan bahan
berbahaya.
Bidang pemeriksan dan
penyidikan juga melakukan
pengawasan obat dan makanan
di pelabuhan dan perbatasan
yang dilakukan oleh satuan
kerja Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan

- Bidang sertifikasi dan layanan
konsumen melaksanakan
penyusunan rencana dan
program serta evaluasi dan
penyusunan laporan sertifikasi
produk, sarana produksi dan
distribusi tertentu dan layanan
konsumen.

Kewenangan Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan ada 2 (dua) yaitu

a. Kewenangan preventif yaitu

kewenangan yang disebut pre

market adalah kewenagan untuk

memeriksa setiap produk obat dan

makanan sebelum beredar dan di

pasarkan ke masyarakat dengan

melalui tahap sertifikasi dan

registrasi produk, sarana produksi

serta distribusi produk tersebut

b. Kewenangan represif yaitu

kewenangan yang biasa disebut

kewenangan post market adalah

kewenangan untuk mengadakan

pemeriksaan terhadap produk obat

dan makanan yang beredar di

masyarakat, dengan proses:

- pemeriksaan terhadap sarana

produksi dan distribusi obat

dan /atau makanan

- melakukan sampling dan uji

laboratorium terhadap produk

yang dicurigai mengandung

bahan berbahaya atau produk

yang tidak mempunyai

produksi serta produk yang

dicurigai berbahaya bagi

kesehatan masyarakat.

Apabila setelah diadakan uji di

laboratorium ternyata terbukti

mengandung bahan yang berbahaya

maka Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan dapat menarik produk

pangan dari peredaran disertai

peringatan kepada pelaku usaha dan

memberitahukan kepada masyarakat

tetang produk pangan yang

berbahaya.

Pengawasan Produk Makanan

Menyongsong Era Masyarakat

Ekonomi ASEAN

Pada 31 Desember 2015 semua

negara ASEAN akan memasuki fase

Masyarakat Ekonomi Asean

(MEA). Dalam MEA, semua produk dan
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jasa bebas keluar masuk. Produk

makanan dan minuman diperkirakan

akan membanjiri pasar MEA. Produk

makanan dan minuman dari negara

lain akan masuk ke pasar Indonesia.

Menurut Tetty Helfery Sihombing

BPOM Direktur Standarisasi Produk

Pangan Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) telah menyiapkan

3 langkah pengawasan dengan tujuan

untuk memastikan bahwa produk

makanan dan minuman negara

ASEAN lainnya aman dikonsumsi

masyarakat Indonesia.

Pertama, BPOM akan menggu-
nakan metode pengawasan
terhadap penggunaan zat
tambahan untuk pangan, baik itu
zat pengawet maupun pemanis.
Setiap produk asing yang masuk
akan diperiksa kadar pengawet
dan pemanisnya.
Setiap produsen yang akan
memasukkan produknya ke
Indonesia harus bertanggung
jawab atas keamanan dan mutu,
serta kandungan gizinya.
Kedua, BPOM akan melakukan
penyaringan terhadap produk
yang benar-benar aman dikon-
umsi. Jika produk tersebut aman,
maka BPOM akan mengeluarkan
izin MD untuk produk dalam
negeri dan ML untuk produk luar
negeri.
Ketiga, BPOM akan bekerja sama
dengan badan pengawasan obat
dan makanan dari negara ASEAN
lainnya untuk melakukan perte-

muan rutin. Pertemuan ini
bertujuan untuk membahas
bagaimana cara memproduksi
pangan yang baik dan
berkualitas.4

Pernyataan Tetty Helfery

Sihombing Direktur Stan-darisasi

Produk Pangan Badan Pengawas

Obat dan Makanan (BPOM)

mengenai kesiapan untuk melindungi

konsumen dalam negeri yang paling

penting adalah adanya kerjasama

dengan badan pengawas obat dan

makanan dari negara ASEAN.

Pengawasan terhadap produk pangan

yang aman tidak membahayakan

kesehatan menjadi tanggung jawab

semua negara anggota ASEAN.

Persamaan persepsi terhadap standar

mutu produk pangan adalah penting

karena di setiap negara ASEAN akan

ada perbedaan. Hal ini dikarenakan

pengaruh dari adat, budaya serta

agama di masing-masing negara

ASEAN yang berbeda.

4Beritasatu.com, Menghadapi Mea
BPOM Siapkan 3 Langkah Pengawasan
Makanan Dan-Minuman, 2015
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Penutup

Regulasi terhadap Undang-

Undang Perlindungan Konsumen

dengan mengakomodir peraturan

perundang-undang yang berhu-

bungan dengan perlindungan kon-

sumen untuk dijadikan satu buku

(kodifikasi)

Pentingnya kerjasama antar

negara ASEAN untuk membentuk

kesepahaman tentang standarisasi

produk pangan yang diberlakukan

untuk masyarakat ASEAN dalam

bentuk ratifikasi yang kemudian di

buat Undang-Undang di masing-

masing negara ASEAN
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